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KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR A 4 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 265
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggara:t
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangun

yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran
serta sinergisitas antara program Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan daya guna dan
hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratura
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daeral
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentan
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebq
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabun
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199¢
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubiij(
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Teba,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabun
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentamg
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dgn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatagn
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2047
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaqr
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republj
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Und
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon:iia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daer
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor |8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indone
Tahun 2010 Nomor 517);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bel
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah berberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peratur
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tent
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54(1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daer
Tahun 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer:
Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daer:
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);




Menetapkan

19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentanhg
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tah\Pn
2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timhr
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupatén
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati
Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabung
Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daergh
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.




7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan bathas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja

Perangkat Daerah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 disusun
dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan dan
indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2018.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 201
merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerg
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai landasa
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafq
Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangs
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.
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Pasal 4

(1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen
RKPD Tahun 2018 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Program atau Kegiatan SKPD yang mendesak dapat dibiayai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perubahan
anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

(1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI Pendahuluan

BABII Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB IlI Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI Penutup




(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjufng
Jabung Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tid
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal Jurl 2017

(\FUPATI TANJUNG|JABUNG TIMUR,

HERLL, SR \

Nip- 1968028200003 t 003 H. ROMI HARIYANTO

TELAH IHTELITIKERENARANNYA
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Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal (y Junt 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPAYEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

BE AERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR|

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

Kabag Hukum dan Peruzdang-undangan

V/ !
Dre MAROLOP SIMANJUNTAK

Pembina Tk. 1 {1V/b)
NIP. 10631001 198303 1 006
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